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ABSTRAK | : | - | Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, dan efisien serta
mampu berperan sebagai pelayan masyarakat yang profesional,
transparan, dan akuntabel, sehingga diperlukan penguatan
tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli
Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- | Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

- | Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perubahan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Dinas.

- | Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, Dinas Kesehatan,
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman, Dinas Pertanian Dan Pangan, Dinas Sosial
- | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas
Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Kebudayaan (Kundha
Kabudayan), Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan Dan Tata
Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas
Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas
Kelautan Dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Komunikasi Dan Informatika, Dinas Perdagangan, Dinas
Perhubungan, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Satuan
Polisi Pamong Praja

CATATAN | : | - | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
yakni 2 Januari 2026.

- | LAMPIRAN 280 HLM.




